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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jawa Tenggah, 21 September

1972, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah
Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir P Siantar, 06 Agustus 1969, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD,
tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 November
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari
Kamis tanggal 02 November 2023 dengan register perkara Nomor
192/Pdt.G/2023/PA.Kbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1990, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/ 06/ X/ 1990, tertanggal 03 Oktober 1990;
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Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan
mengontrak rumah di Jalan Muli Sebayang Kabanjahe, selama 2 tahun,
setelah itu pindah dan ngontrak rumah lagi di Jalan Perumahan Rakyat
Kabanjahe, dan sejak tahun 2008 hingga saat ini Penggugat dengan
Tergugat sudah menempati rumah milik sendiri yang berada di Jalan
Perumahan Rakyat Gang Aditya, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan
Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang

anak, masing-masing bernama : a. Anak |, tempat tanggal lahir, Kabanjahe
08 Januari 1992, Pendidikan SLTA, Jenis kelamin Laki-laki, b. Anak II,
tempat tanggal lahir, Kabanjahe 27 Juli 1995, Pendidikan SLTA, Jenis
kelamin Perempuan; c. Anak lll, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 21
Desember 2001, Pendidikan SLTA, Jenis kelamin Laki-laki d. Anak IV,
tempat tanggal lahir, Kabanjahe 22 Mei 2010, Pendidikan SLTP, Jenis
kelamin Laki-laki, saat ini anak pertama dan kedua sudah berkeluarga
sedangkan anak yang ketiga dan keempat diasuh dan ikut bersama dengan
Penggugat;

4, Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis namun sejak bulan September tahun 2021 hingga saat ini
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis
lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena : a. Tergugat jarang pulang sampai beberapa hari, sehingga sering
melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus sebagai kepala
rumah tangga; b. Tergugat suka main perempuan; c. Tergugat sering
berkata-kata dan bersikap kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa setiapkali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering
melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada tanggal 28 Oktober 2023, yang mengakibatkan sejak
saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa

seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
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Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah
didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka
Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat
hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang
bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk
mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe kiranya berkenan menerima
dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang
Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak
tersebut, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan
Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang
bernama: Anak llIl, tempat tanggal lahir, Kabanjahe 21 Desember

2001, Jenis kelamin Laki-laki; dan Anak IV, tempat tanggal lahir, Kabanjahe
22 Mei 2010, Jenis kelamin Laki-laki, dengan tetap memberikan hak akses
kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR
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Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun
dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, baik Penggugat
dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan
Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya
mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak
yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun
sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan
mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat
dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali
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rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
192/Pdt.G/2023/PA.Kbj dari Penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara.
3. Membebenkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh
Muhammad Idris Nasution, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Hakim Tunggal dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.l., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto
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Muhammad Idris Nasution, S.Hl., M.H.
Panitera Pengganti,

dto
Afrizal Juanda, S.H.l.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan ‘Rp 300.000,00
- PNBP 'Rp 30.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
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